




1) Perencanaan kinerja

Sadan Pembinaan ldeologi Pancasila telah memperbaiki sistem manajemen 

kinerja, yang ditunjukkan pada meningkatnya komitmen pemimpin lembaga 

bersama dengan para pimpinan unit kerja dalam memperbaiki kualitas 

perencanaan kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan melakukan penyusunan 

penjenjangan kinerja sebagai dasar perbaikan sasaran strategis dan indikator 

pada dokumen perencanaan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu 

diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

• Belum memiliki pedoman perencananaan yang komprehensif sebagai 

panduan dalam penyusunan perencanaan;

• Penjenjangan kinerja yang disusun belum berdasarkan identifikasi critical 

success factor (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga belum 

menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai 

dengan kondisi yang dihadapi;

• Masih terdapat sasaran yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja 

yang belum memenuhi kriteria SMART pada Perjanjian Kinerja (PK) 

lembaga dan unit kerja Tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

o Sasaran pada PK Kepala Badan berupa terwujudnya BPIP sebagai 

koordinator dalam pelembagaan Pembinaan ldeologi Pancasila (PIP) 

dalam penyelenggaraan negara pada KIUP dengan indikator 

persentase K/Ulnstansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang 

melaksanakan institusiona/isasi PIP;

o Sasaran pada PK Kepala Badan berupa terwujudnya arah kebijakan 

PIP yang terstruktur, sistematis, dan massif secara nasional dengan 

indikator rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden;

o Sasaran pada PK Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berupa 

terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP dengan indikator:

• Persentase dokumen pengendalian kebijakan strategis dan 

program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang termanfaatkan;

• Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan strategis dan 

program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;

• Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis 

elektronik dan termanfaatkan.

o Sasaran pada PK Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berupa 

terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi 

Pancasila bagi aparatur negara, lembaga Pendidikanlkeagamaan 

formal, dan lembaga Pendidikanl keagamaan nonformal dan informasi 

dengan indikator:
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• Persentase hasil perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan 

pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;

• Persentase pemnfaatan standarisasi dan kurikulum Pendidikan 

dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;

• Persentase peserta Pendidikan dan pelatihan pembinaan 

ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila 

di komunitasnya;

• Persentase tenaga pengajar Pendidikan dan pelatihan pembinaan 

ideologi Pancasila yang tersertifikasi (To T)

• Sarana Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

• Belum seluruh unit kerja menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk

mendukung pencapaian target PK 2022.

2) Pengukuran Kinerja

Badan Pembinaan ldeologi Pancasila telah melakukan pengukuran secara

berkala atas realisasi kinerja, dan telah memiliki rencana aksinya untuk

pencapaian kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja

tersebut telah disusun pedoman formulasi perhitungan yang tertera pada

lndikator Kinerja Utama (IKU) di level lembaga dan unit kerja. Selain itu, telah

dibangun aplikasi E-SAKIP untuk mendukung evaluasi kinerja organisasi.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam

pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

• Belum terdapat pedoman mengenai pengumpulan dan pengukuran data

kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi

pengukuran kinerja;

• Aplikasi APII-KINERJA BPIP belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal

tersebut terlihat dari pengukuran capaian kinerja yang belum seluruhnya

terisi dan terdapat kesalahan dalam pengisian data capaian;

• Pengukuran kinerja organisasi belum diikuti dengan proses pembaruan

target dan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja maksimal

di akhir periode;

• Terdapat penetapan target pada PK level Kepala Badan maupun unit kerja

tahun 2022 yang berada di bawah capaian tahun 2021. Hal ini bisa dilihat

pada beberapa contoh di bawah ini:

o Target nilai lndeks Aktualisasi Pancasila (IAP) 2022 sebesar 71

sedangkan capaian 2021 sebesar 76,78 (Kepala Badan);

o Target persentase K/L/lnstansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang

melaksanakan institusional PIP 2022 sebesar 60% sedangkan capaian
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4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan 

akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Menyusun pedoman SAKIP dengan memastikan minimal aspek perencanaan, 

pengumpulan dan pengukuran data kinerja, serta evaluasi internal sudah 

tersusun secara komprehensif;

2) Memastikan seluruh perjenjangan kinerja yang telah disusun sesuai dengan 

PermenPANRB No.89 Tahun 2021 sebagai dasar perbaikan dokumen 

perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas dan 

keselarasan tujuan, sasaran strategis, dan indikator di setiap level organisasi;

3) Memastikan pemanfaatan penjenjangan kinerja termanfaatkan sebagai dasar 

melakukan perbaikan sasaran dan indikator pada seluruh dokumen 

perencanaan di setiap level organisasi;

4) Memastikan bahwa penetapan target kinerja memperhitungkan capaian periode 

sebelumnya untuk memastikan kualitas target yang ditetapkan dan kesesuaian 

dengan formulasi indikator;

5) Meningkatkan pemanfaatan Aplikasi APII-KINERJA BPIP sebagai salah satu 

alat bantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja serta 

memastikan kelengkapan pengisian data dan informasi yang memungkinkan 

untuk dapat diakses publik;

6) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja unit kerja sebagai bahan evaluasi 

proses pencapaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB 

Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk 

perbaikan perencanaan dan kinerja;

7) Memastikan seluruh laporan kinerja unit kerja telah melalui proses reviu Biro 

Pengawasan Internal sebelum dipublikasi untuk memastikan kualitas informasi 

yang terkandung dalam laporan kinerja tersebut;

8) Memastikan Quality Assurance atas pelaksanaan evaluasi internal sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas evaluasi internal atas 

implementasi SAKIP unit kerja. Hal ini dilakukan agar evaluasi internal  mampu 

memberikan penilaian dan rekomendasi yang berkualitas sebagai upaya 

perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah 

Badan Pembinaan ldeologi Pancasila.

9) Memastikan pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi evaluasi 

internal unit kerja.
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